BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi, Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan
baik dari sektor publik maupun swasta. Naiknya harga Bahan Bakar Minyak
(BBM), Utang luar negeri yang membumbung tinggi, tingginya angka impor
pangan hingga kesenjangan ekonomi. Berdasarkan masalah-masalah tersebut,
pemerintah berupaya untuk meningkatakan pendapatan dan/atau penerimaan yang
berasal dari Dalam Negeri. Untuk meningkatkan pendapatan dan/atau penerimaan,
pemerintah menggunakan pajak. Secara umum, Pajak adalah iuran yang wajib
dibayarkan kepada kas Negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan
Undang-Undang (UU). Pajak sendiri memberikan kontribusi pendapatan bagi
pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Indonesia, pajak merupakan upaya peningkatan pendapatan Negara
yang di dalam implementasi maupun pelaksanaannya digunakan untuk Anggaran
Pembiayaan Belanja Negara (APBN) dan penyelenggaraan yang lebih baik.
Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
serta pajak-pajak lainnya. Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya
ekstensifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya

ekstensifikasi dilakukan dengan mencari Wajib Pajak yang baru. Sedangkan



Upaya Intensifikasi dilakukan dengan melalui peningkatan kualitas aparatur
perpajakan, pelayanan yang baik terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada
para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan

penagihan aktif serta penegakan hukum atau /aw enforcement.

Pajak menjadi kewajiban yang sifatnya dapat dipaksakan oleh fiskus pajak.
Sistem perpajakan Indonesia saat ini menggunakan Self Assesment System. Self
Assessment System adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan
oleh pemerintah untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban
perpajakannya. Kelemahan Self Assessment System memungkinkan adanya Wajib
Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari
kelalaian, kesengajaan untuk tidak melaporkan atau mungkin ketidaktahuan para
Wajib Pajak atas penghitungan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu,
diperlukan adanya fiskus pajak yang berperan aktif dalam pembinaan dan
pengawasan terhadap Wajib Pajak. Diharapkan dengan sistem ini pelaksanaan
administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, rapi, terkendali dan
mudah dipahami oleh Wajib Pajak. Namun, pada kenyataannya masih sering
dijumpai adanya tunggakan atau kewajiban pajak yang belum dibayar atau
dilunasi akibat surat setoran pajak yang dibayar lebih kecil atau lebih rendah dari

pajak yang terutang.

Dengan dijumpainya tunggakan yang masih belum dibayar atau dilunasi
sebagaimana mestinya oleh Wajib Pajak, hal ini menunjukkan kurangnya
kesadaran Wajib Pajak atas pembayaran kewajiban pajaknya. Adanya faktor

tersebut akan berpotensi timbulnya ketidakpatuhan dalam pelaporan dan



pembayaran kewajiban, sehingga akan muncul masalah-masalah baru yang akan
merugikan bagi fiskus pajak maupun Wajib Pajak itu sendiri. Untuk itu agar hak
dan kewajiban perpajakan terlaksana perlu diadakannya pembinaan, penyebaran
informasi dan penyuluhan pajak bagi seluruh masyarakat Wajib Pajak oleh
Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak serta melaksanakan pengawasan
terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui pemeriksaan dan tindakan penagihan

pajak.

Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dan tindakan
penagihan pajak, apabila hasil pemeriksaan SPT menunjukkan adanya perbedaan
atau selisih dengan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sehingga mengakibatkan
munculnya koreksi dan juga ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan,
maka fiskus pajak berwenang mengeluarkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) antara
lain: SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar), SKPKB (Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan), SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) dan Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan
peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar

bertambah.

(Muljono 2010 : 158) menyatakan bahwa Penagihan pajak adalah
serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya
penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan



pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual

barang yang telah disita.

Penagihan pajak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang No 19 tahun 2000. Pelaksanaan
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan yang tepat untuk
mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Dalam kegiatan penagihan
pajak tidak semua Wajib Pajak taat dan mematuhi peraturan perpajakan. Kegiatan
penagihan dalam pelaksanaanya sangat sulit di lapangan, karena harus berhadapan

dengan Wajib Pajak yang karakternya beraneka ragam.

Adanya upaya dilakukannya tindakan penagihan pajak dari dikeluarkannya
surat teguran hingga pelelangan diharapkan Wajib Pajak dapat meningkatkan
kepatuhan serta kesadaran akan untuk melunasi kewajiban pajaknya, disamping
itu bertujuan pula untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan guna untuk
Anggaran Pembiayaan Belanja Negara. Dengan adanya penagihan pajak, Wajib
Pajak dapat lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.
Sehingga, kewajiban Wajib Pajak dapat dilunasi tepat waktu dan tidak adanya
kekeliruan dan kesalahan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya serta
menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tidak ada seorangpun bisa mengelak

atas kewajibannya sebagai warga Negara.



Berdasarkan uraian permasalahan yang sudah dikemukakan, maka dilakukan

penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI SISTEM PENAGIHAN PAJAK

DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA SURABAYA

RUNGKUT”.

1.2 Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi salah tafsir, sebaiknya perlu mengkaji terlebih dahulu

mengenai judul Tugas Akhir yang disusun oleh penulis dengan judul

“Implementasi Sistem Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Surabaya Rungkut” dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana
yang disusun secara matang dan terperinci.

Sistem adalah Suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan
atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

Penagihan Pajak adalah Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan mengatur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang disita.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut adalah
Instansi Pemerintahan dimana penulis melakukan penelitian Tugas Akhir.
Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa yang melayani Perpajakan Wajib

Pajak di Wilayah Rungkut.



1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi
perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Implementasi Sistem Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama (KPP) Surabaya Rungkut ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penagihan pajak di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut ?

1.4 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini
bertujuan untuk:
1. Mengetahui Implementasi Sistem Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penagihan pajak di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut.

1.5 Manfaat Penelitian
1.5.1 Manfaat Teoritis
Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan
khususnya mengenai Penagihan Pajak.
1.5.2 Manfaat Praktis
1. Bagi Penulis
Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini bermanfaat dan juga menambah

wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan serta memperoleh



gambaran langsung bagaimana implementasi sistem penagihan pajak di
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut.

2. Bagi Perusahaan
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan
sebagai bahan masukan yang berkaitan dengan sistem penagihan sehingga
bisa meminimalisir Wajib Pajak yang tidak segera melunasi kewajibannya
serta mensosialisasikan peraturan perpajakan bagi Wajib Pajak.

3. Bagi STIE Perbanas
Peneliti mengharapkan Penelitian ini dapat bermanfaat serta memberikan
kontribusi untuk mengembangkan ilmu, khususnya di bidang yang terkait
dengan Akuntansi Perpajakan sekaligus sebagai tambahan literature
Perpustakaan.

4. Bagi Peneliti Lain
Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya dengan
bidang yang sama, yaitu Implementasi Sistem Penagihan Pajak di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut.

1.6 Metode Penelitian
1.6.1 Sumber dan Jenis Data
Penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya
Rungkut ini, pada dasarnya bertujuan mendapatkan data sebagai berikut:
a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya, yang
berupa wawancara atau interview dengan Kepala Seksi dan Pegawai Seksi

Penagihan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut.



b. Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan dari data perusahaan.

1.6.2 Metode Pengumpulan data

Dalam menyusun tugas akhir ini diperlukan data-data yang bisa

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, digunakan beberapa

metode pengumpulan data sebagai berikut:

1.

Metode Wawancara

Kegiatan Tanya jawab dengan narasumber atau pihak yang bersangkutan
yaitu pihak seksi Penagihan untuk memperoleh gambaran mengenai
permasalahan yang akan dibahas.

Metode Observasi

Metode pengumpulan data yang diteliti dengan pengamatan langsung pada
obyek yang diteliti. Dengan metode ini Penulis melakukan pengamatan atau
observasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut.

Metode Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku, laporan-laporan dan
yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam

penelitian.

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memudahkan dalam mengapresiasi dan memahami Tugas Akhir ini,

maka akan dibahas secara deskriptif mengenai implementasi sistem penagihan

pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut.



